PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah
diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur
daerahnya sendiri;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud;

c. bahwa pajak Penerangan .alan merupakan salah satu
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan untuk memantapkan otonomi dasrah yang
luas, nyata dan bertanggungjawab;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut

* pada huruf 2, huruf b, dan huruf ¢ di atas maka dipandang

perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang —undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Kitab
Undang-undang Hulum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209) ;

2. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian sengketa pajak ( Lembaran Negara Tahun
1897 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3684 ) ; -

3. Undang - undang Nomor 1& Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun

. 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang —
undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4048 ) ;
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Undang -- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Nomor 3686 ) :

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

‘Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 )i

Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Preopinsi Nusa
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 84),

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang - undang Nomor & iahun 1981
tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Tahun 1881 Nomeor 6, Tarmbahan
L.embaran Negara Nomor 3258 )i

Peraturan Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daera}?
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi
Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tontang Bontuk Produk-produk
Hukum Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerai

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah :
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16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun
2003 Tentang Pembentukkan Organisasi dan Tala Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003
Seri D Nomor 001 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTU SK AN:

netapkan. : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQO
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB |
‘ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Ctonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kejala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;

Pejebat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpzjakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang herlaku;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang oerwewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikkan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pajak Penerangzn Jalan yang selanjutnya disebut pajak adalah
pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;

Perusahaan Listrir Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah
Perusahaan Listrik tlegara (Persero); ' .

Pajak Dacrah vang selanjutnya disebut pajak adalah iuran waijib yang
dilakukan oleh orarg oribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangar. ying berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
Badan adalah sekumoulan orang dan/atau persekutuan hukum yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yacg meliputi perseroan terbatas, perseroan
comanditer, perseroan lannya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nama dan dalam dentuk apapun, firma, lkongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, parkumpulan, yayasan, organisasi massa,
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organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk
usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

. Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik;
. Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

dapat dikenakan Pajak Daerah;

. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang

menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik;

. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)

bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah;

. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)

tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun takwin;

. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat

dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau refribusi yang ternutang sampai kegiatan penagihan pajak atau
retribusi kepada waijib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetoran;

_Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD

adalah surat yang cleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan
obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

_Surat Setorar: Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerzh atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang teihutang; -
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pempayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak ydnf
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat §KPDN.
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pa)ak yang
terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak
terhutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Taginan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat .STPD._a.dalah.
surat untuk rnolakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda;
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. Surat boamurusan Pa o an adaten rat keputusan yang membeiuikan

kesalchan tulis, Kes onen nitung < sn/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan iertestu oi.am wsretu . Perundang-undangan Perpajakan
Daeran vanj terdapet calam Sl Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetzoan Pajek Dawiah urang 2ovar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurano Bavar Tambahan, Surat Kotztapan Pajak Daerah Lebih Bayar,
Sura: Ketetapar: Pajel Do zah Nl 2 uu Surat Tagihan Pajak Daerah;

. Surat Keputusan iKebaratan ado™sh surat keputusan atas keberatan

terhadap Surat Keteizvan Pajak Da: rah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Sura: “aimiapan Pas1i Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Xetetapan Paick Desrah Lovin Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Deeral WNiki: aiau ioidada Peniw wigan atau Pemungutan oleh Pihak
Ketiga yang diaiukain cieh wajib patx;

Putusan Rarding zd:’zh sutusa: 2dan peradilan pajak atas banciing
tarhadap surat kapuitisan kaseraws vang diajukan oleh wajib pajak;

Pomlluar acalal cuaic proses nencatatan yang dilakukan secara

teratul Loatuic enguinutle n datz fon informasi keuangan yang meliputi
harta, kewaiiben, medel, sengizaiin dan biaya serta jumlah harga
perolchan dan puoyiatiar: harong atau jasa, yang ditutup dengan
raenyusun fsocran Douangon beii2 neraca dan laporan laba rugi pada
setiop @hun pa;ak buiakini.

Ba&Z

FIANS., OFYYEK DO SUBYEK PAJAK

Frae- 2

Name Pajad: it ade uf 7o) Pener. gan Jalan;

Obyei: Pajak Fensranger. Jalai =dalah penggunaan tenaga listrik, di

wilayza daerah yang iars slia perorengan jalan;

Tenaga Listik sebagainania dime<stid pada ayat (2) pasal ini adalah

tenaga listik yung braase’ ol Pl aupun bukan PLN;

Dikacualiken dari onc s pazk Peasrangan Jalan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) pasai wi zdzdaly

a. Penggunaar eni e i ol instansi pemerintah pusat dan
pemerintah ¢aera;

b. Penggunraai: tensga vauwiK pace .zmpat-tempat yang digunakan oieh
kedutaan, konsulat, perwskizn asing dan lembaga-lembaga
intornasions: dengon asas tirbal Halik;

¢. Penggunaarr terara fidrilk yue berasal dari bukan PLN dengan
kapasitac terteriu yan, Ldas nzmeriukan jjin dari instansi teknis
tericait; :

d. Pengaunan; tenna Ligik fu..ya yang khusus digunakan uniuk
ternpat ad n.

Subynak Paizk 2etus . n. valkd .zlah orang pribadi atau badan yangd

menggunai@n tenz . Lehilg

Wait fajak Faneraizea Jaan «-i~iah orang pribadi atau badan yang

meniadi pelans. gan lisinik tan/atey ssngguna tenaga listri;

(7) Dalam hal tonuga i wite Usediel  oleh PLN maka pemungutan Pajak

Pencrangan Jelan ~lizkusmnolzn LN



BAB il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

(1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik:
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran. Nilai
Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya pemakaian KWh yang

. ditetapkan dalam rekening listrik:

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut
pembayaran. Nilai Jual Tenaga Listrik dihi'tung berdasarkan kapasitas
tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan
harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang
bersangkutan.

(3) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas

alam nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 4

Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dipungut di wilayah Daerah
tempat penggunaan pemungutan pajak yang terhutang adalah di
Wilayah IKabupaten Rote Ndao;

(2) Besarnya Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

(3) Dalam hal Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN maka besarnya
Pokok Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini
dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh
pelanggan PLN.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERTAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin
merupakan waktu untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Pasal 7

Saat pajak terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKPD.
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f) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN, wajib
mengisi SPTPD;

?) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya; _

3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitican oleh
PLN merupakan SPTPD:

) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari setelah berakhirnya masa pajak;

J) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditgtapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

1) Berdasarkan, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terhutang
dengan menerbitkan SKPD: :

2) Dalam hal pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Daerah bekerjasamz
dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD;

3) Dalam hal pemungutan apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD. ;

Pasal 10

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendirti yang
terhutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKET;

c. SKPDN. '

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini
ditetapkan;

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak
yang terhutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) hulan dihitung sejal saat
terhutangnya pajak;
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‘b. Apabila SPTPD lidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terhutangnya pajak;

t- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka walctu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

4 dihitung sejak saat terhutangnya pajak; )

i4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini

# diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum

terungkap vyang menyehabkan penambahan jumlah pajak yang

terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
¢ 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

i:5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ pasal ini

i diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;

| 6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan

SKPDKRBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini

tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan,

ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa denda 2% (dua persen) sebulan,

\ 1) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

B - sebelum dilakukan tindakkan pemeriksaan.

5

BAB Vi
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 11

) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat la2in yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun oleh instansi pemungut melalui
Bendahara Penerima / Penyetor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

) Bendahara Penerima / Penyetor wajib menyetor secara Bruto ke kas
daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam kecuali hari libur;

| Pembayaran (pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;

) Apabila Bendahara Penerima / Penyetor lalai melaksanakan ayat (2)
pasal ini dikenakan sanksi 2% (dua persen) dari setoran bruto.

Pasal 12

) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas,

) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur pajals terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditertukan;
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9)

4)

5)

1

2)

(1)

Angsuran' Gty e ey sudy v = . :

ini harus diiai an sacaid teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang cibayar,

Kepala Daerah dapa: memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk menurde pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan
setelah memenuhi nersyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga sebhesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar

Persyaratan uniuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
tata cara permn yaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} @« evat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Setiap pembeayaran najak sebagaimana -dimaksud' pade pasal 12
Peraturan Maeizh i diberikan tanda buldi pembayaran dan dicatat
dalam bulu ner 2rimaan;

Bentuk, jenis, ici, wiciran tanda bukti pembayaran dan buku peneriraan
pajak sebagciiana c:moksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oteh
Kepala Daeici.

BAS VIl
RIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Kepada Ins. s Pemungut diberikan Insentif sebesar 5% (lima persen)
dari setoran PiLi o]

(2) Tata cara pemvayaran upah pungut disesuailan dengan Peraturan

(1)

2)

3)

Q)

Perundang--ndangan yang berlalku.

BAB IX '
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Surat tegurs i ¢lau suiat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai
awal tindalkan alaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat 2t tempo pembayaran,

Dalam jangka wvakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau
surat perinecten @iau surat lain yand sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi paa yand terhutang;

Surat tegurait atail surat petingatan atau surat lain yand sejenis
sebagaimar.n cimersud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan cleh Pejabat
yand berwewainang atau ditunjuk.

Pasal 16

Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangla wakiu sabagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan &tat surat lain yang sejenis, jumlah pajal yang harus dibayar
ditagih dengah surat Paksa; :
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-{2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua

puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang

berwewenang atau ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksakan
Penyitaan. -

Pasal 18 )

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang
pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang berwewenang atau ditunjuk

mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara
tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan nleh Kepala
Daerah. '
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RAB Xl
TATA CARA PEMBETULAN, PEMEATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGIHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTHASI

Pasal 22

(1) }éepala Daerah karena Jabatan atau atas permiohonan Wajib Pajak

apat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPUKBT atau STPD vang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, jtesalahan hitung dan
atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-unczngan
Perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang ddak benar,

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam nal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Waijib Paiak atau buian kirena
kesalahannya. _

(2) Permchonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketciapes aan
penghapusan atau pengurangan sanksi adrinistrasi atau 3H<FD,
SKPDKR, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud paga ayat (1)
pasal ini harus disampaikan secara tertulis cleh Wajib Pajak kepada
Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga pului) nari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKFDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud padz ayat (2) pasa! ini dierima,
sudah harus diberikan keputusan, e

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimasLn pada
ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejapat tidak memitikan
keputusan, permohonan pembetulan, pemiatalan, penguTTRgan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adivr,siras
dianggap dikabulian.

BAB Xil
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva ‘epada Kepala ZSazrah
atau Pejabat atas:
a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimzksud rda avel o Sahi pasa
ini harus disampaikan secara tertulis dainm Liiesa "7._" 28I ?a‘ﬁ‘mg
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SiPDRD, f.;KPD!(.:. e ‘ SDLB,
dan SKPDN ditetima oleh Wajib Pajak, kecuali apubita Wailk Jaje. dopat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak wapat dipenuhi “aiena
keadaan di luar kekuasaannya,
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(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

_(5) Penhgajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

" tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya
Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak
mehunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal
24 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan
bembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan; :

(2) Apabila keberatan dan banding dari Wajib Pajak telah mendaput
keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksanakannya.

: BAB Xl -
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

(1) Kepala Daerah atau Pejabat atas permchonan wajib pajak
mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang berwewenang atau ditunjuk. dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditenmanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
int dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama
1 (satu) bulan; - " .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak
dimaksud;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan
menocbitkan Siwat Pedntah Membyar Kelobihan Pajak (SPMKP);
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(6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan seteiah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Daerah
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apablla kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak
lainnya, 'sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah
ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV A
KADALUWARSA

Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhltangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang
Perpajakan Daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditangguhkan apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Waijib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam pasal
8 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah
pajak yang terhutang;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 8
Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama
2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terhutang;

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terhutangnya pajaik atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun
Pajak yang bersangkutan.
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BAB XVI
PENYIPIKAN

Pasal 31

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi- wewenang khusus sebagai Penyidik untuk metakykan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah; ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti;

f. Dalam keadaan perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan
penyitaan tanpa surat ijin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan
penyitaan periu melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri
setempat;

g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;

i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah;

j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

k. Menghentikan penyidikan; »

I. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran panyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan; o

m.PPNS dapat meminta bantuan tekhnis penyidikan dari penyidik
POLRI.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum.



BAB XVII
AETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Hal-hal yang balum diatur dalam Peraturan Daerah int sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang
mengatur tentang Pajak Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 33
Peraturan Daerah inn rmulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
“abupaten Rote Ndao
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PENJELASAN
; ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NRAO
NOMOR 6 TAMUN 2004
TEMTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

UMuUM

Pajak Penerangan Jalan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18
Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber
pungutan Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu difakukan perubahan dan
penyempurnaan seperiunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Penerangan Jalan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Angka 1s/d26 Cukup Jelas

Pasal 27 - Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib
pajak diperhitungkan untuk  menutup
kewajiban pembayaran utang pajak lain
merupakan hal prioritas.

Pasal 28 s/d 33 - Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 010
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